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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sistem Presidential Thershold
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Adapun pokok masalah
penelitian adalah bagaimana sistem Presidential Threshold sebagai
open legal policy dalam UU Pemilu perspektif Siyasah Syar’iyyah?
Sehingga dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana
analisis sistem Presidential Threshold sebagai Open Legal Policy
berdasarkan UU Pemilu? 2) Bagaimana sistem Presidential Threshold
dalam UU Pemilu perspektif Siyasah Syar iyyah?

Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  penulis
menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan
pendekatan yuridis-normatif dan hukum doktrinal, dengan
menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan untuk
menjawab setiap rumusan masalah. Metode pengolahan data
dilakukan dengan mengidentifikasi, reduksi, dan editing data,
kemudian menganalisis secara komperehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penentuan sistem
Presidential Threshold sesui dengan teori Open Legal Policy
(kebijakan hukum terbuka) yang diperkuat oleh Putusan MK. 2) kajian
siyasah syari 'yyah untuk menunjukan kesesuaian antara Presidential
Threshold ditinjau dari kajian Siyasah Syar’iyyah. Sedangkan, dalam
ketentuan sistem presidential threshold atau batasan pencalonan
presiden dan wakil presiden pada pelaksanaan pemilu yang diatur
secara eksplisit dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Presidential Threshold, Open Legal
Policy, Siyasah Syar’iyyah.



ABSTRACT

This research is entitled Presidential Tershold System based
on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections from a
Siyasah Syar'iyyah Perspective. The main research problem is how is
the Presidential Threshold system as an open legal policy in the
Election Law from a Siyasah Syar'iyyah perspective? So the sub-
problems are formulated as follows: 1) How is the analysis of the
Presidential Threshold system as an Open Legal Policy based on the
Election Law? 2) What is the Presidential Threshold system in the
Election Law from a Siyasah Syar'iyyah perspective?

To answer these problems, the author uses a type of library
research with a juridical-normative and doctrinal legal approach, using
principles and based on library data to answer each problem
formulation. The data processing method is carried out by identifying,
reducing and editing the data, then analyzing it comprehensively.

The research results show that: 1) Determination of the
Presidential Threshold system is in accordance with the theory of
Open Legal Policy which is strengthened by the Constitutional Court
Decision. 2) Siyasah Syari‘'yyah study to show the suitability of the
Presidential Threshold in terms of the Siyasah Syar'iyyah study.
Meanwhile, in the presidential threshold system provisions or limits
on presidential and vice presidential nominations during elections are
explicitly regulated in 222 of the Election Law.

Keywords: General Election, Presidential Threshold, Open Legal
Policy, Siyasah Syar'iyyah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke

dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang

dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin.

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan

transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543

b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf

Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
] Ba B Be

o Ta T Te

& 33 g Es (der;gg:sr; titik di
d Ja J Je

z Ha H Ha (dgg\g,;vir;];utlk di
- Kha Kh Ka dan Ha

Kl Dal D De

4 7al 7 Zet (deggi? titik di
J Ra R Er

J Za z Zet
U Sa S Es
8™ Sya sY Es dan Ye




Es (dengan titik di
i i 3 bawah)
y De (dengan titik di
el bal D bawah)
b Ta T Te (dengan titik di
' ' bawah)
2 7a 7 Zet (dengan titik di
' i bawah)
g ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik
g Ga G Ge
- Fa F Ef
T Qa Q Qi
d Ka K Ka
J La L El
n Ma M Em
A Ha H Ha
¢ Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( < ) dalam
transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan

ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
3AAx5 Ditulis muta’addidah
8 Ditulis ‘iddah




C. Ta’ Marbuthoh di akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.

s Ditulis hikmah
ile Ditulis ‘illah
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang
sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat

dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

RPN PAS Ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bilata’ marbugah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan
dammabh ditulis t atau h.

hdl) 318 Ditulis Zakah al-Figri

D. Vokal Pendek

1 Fathah Ditulis A

2 Kasrah Ditulis I

3 Dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

1 | Fathah + alif )
i Ditulis 2
Ol Istihsan

2 | Fathah + ya’ mati A
i Ditulis Unsa

3 | Kasrah + ya’ mati Ditulis { I o

al- ‘Alwani

Xi




o slad)

4 | Dammah + wawu mati

- a
asle Ditulis Ulim
F. Vokal Rangkap
1 | Fathah + ya’ mati - Al
. Ditulis S
pd e Gairihim
2 | Fathah + wawu mati Dituli Au
d)ﬁ Itulis QaUI
G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof
?‘“H Ditulis a’antum
e Ditulis w’iddat
a1 Sa Y Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

oAl

Ditulis

al-Qur’an

bl

Ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan

huruf | (el) nya.

A

Ditulis

ar-Risalah

Ll

Ditulis

an-Nisa’
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Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

iV Jal Ditulis Ahl ar-Ra yi
dadl Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya
hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah
dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh
Mawaris, Figh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal
dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M.
Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi sangat berkaitan
erat dengan yang namanya Pemilu (pemilihan umum), pemilu
sendiri menurut Harris G. Warren merupakan hak setiap warga
negara untuk menentukan arah tujuan negara selanjutnya
dengan cara menetapkan siapa yang pantas membawa negara
serta memimpin negara kedepannya, dengan harapan arah
negara selanjutnya sesuai dengan kehendak warga negara itu
sendiri. Lebih lanjut lagi A. Sudiharto menjelaskan bahwa
Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi serta
menjadi wadah keterlibatan rakyat dalam perwujudan cita-cita
negara.’

Proses pemilihan Presiden di Indonesia dilakukan 5
(lima) tahun sekali yang mana setiap calon presiden dan wakil
presiden harus diusung melalui partai politik. Hal senada
tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 6A
ayat (2), merumuskan “bahwa pasangan calon Presiden dan
wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan

pemilihan umum™?, atau yang lebih dikenal dengan nama

! Ramlan Surbakti, Dasar-dasar IImu Politik, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2008), him. 461.

2 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2).



Presidential Threshold atau ambang batas.®> Dalam
Mencalonkan presiden dan wakil presiden setiap partai harus
menguasai 20% kursi parlemen sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang
tercantum dalam Pasal 222 yang mana pasal tersebut
menjelaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%
(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu
anggota DPR sebelumnya. Pada awal kemunculannya
Presidential Threshold tujuannya adalah sebagai alat untuk
menyeleksi bakal calon presiden sesuai dengan amanat
konstitusi UUD NRI 1945.

Mengenai hal penafsiran dan konstruksi konstitusi
dikenal dengan istilah The Interpretation of Constitution baik
secara original inten dan non-original inten yang merupakan
salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
ditegaskan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang diderivasi
dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji dan menilai
konstitusionalitas suatu undang-undang. Artinya MK

mempunyai kewenangan secara atribusi untuk menilai apakah

3 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, 2009, Yogyakarta: Laboraturium
Jurusan lImu Pemerintahan Fisipol UGM, him. 17.



3

suatu Undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945
dengan metode penafsiran atau interpretasi secara gramatikal,
sistematis, dan teologis.

Erat kaitannya dengan penafsiran konstitusi, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif
berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai
kewenangan dalam merancang dan membentuk undang-
undang serta menafsirkan konstitusi yang biasa disebut dengan
Legislative Review.* Kemudian, hal itu ditegaskan dalam Pasal
24C UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
No0.53/PUU-XV/2017. Bahwa salah satu kewenangan lembaga
negara dalam merumuskan peraturan perundang-undangan
adalah membentuk Open Legal Policy atau penjabaran
konstitusi dalam undang-undang dengan UUD NRI 1945.

Kewenangan Open Legal Policy (kebijakan hukum
terbuka) yang diyakini oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak
mutlak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga kekuasaan
atribusi  (attributie van rechtsmacht) untuk membentuk
undang-undang bersama presiden yang ditegaskan dalam Pasal
20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang diyakini oleh Mahkamah
Konstitusi sebagai The Guardian and the Sole and the Highest
interpreter of the Constitution (pengawal dan penafsir

konstitusi). Hal inilah yang terjadi pada perumusan norma

“Rosjidi Ranggawidjaja, Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah
Konstitusi, dalam skripsi Venu Fendabi tentang Penerapan Ambang Batas
Presidensial sebagai Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilu di Indonesia,
him. 3.



Presidential Threshold atau batasan dukungan dari DPR, baik
dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan
kursi yang harus dicapai oleh partai politik agar dapat
mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. °> Mekanisme
dan ketentuan syarat calon presiden dan wakil presiden
dijelaskan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang
berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilu sebelum melaksanakan pemilu”.

Secara gramatikal dan tekstual, pasal tersebut
memberikan peluang kepada partai politik untuk dapat
mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini
dikarenakan partai politik sebagai pion dan kiblat pelaksanaan
demokrasi di Indonesia yang menghubungkan pemerintah (the
state) dengan warga negara (the citizens).® Penjelasan lebih
lanjut mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden
terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:’

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua

5 Sigit Pamungkas, Ibid, him. 19.

® Lutfil Ansori, Telaah terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu
Serentak 2019, Jurnal Yuridis, Volume 2 Nomor 1 (September 2017), him. 18-
19.

" Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
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puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada
pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Secara tekstual, pasal tersebut mempertegas dan
memperjelas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945
tentang syarat calon presiden dan wakil presiden yang dimana,
“Pasangan calon akan diusulkan oleh gabungan parpol yang
memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi
DPR atau memperoleh 25% (dua puluh persen) suara sah
secara nasional pada pelaksanaan Pemilu anggota DPR
sebelumnya”. Ketentuan inilah yang bersifat open legal policy
yang menjadi faktor lahirnya istilah Presidential Threshold
atau batasan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sistem tersebut berawal dari ketentuan peraturan yang
bersifat open legal policy. Sehingga, sistem ini dipercaya dapat
menyederhanakan dan memanimalisir terjadinya multipartai di
Indonesia. Ketika hal itu terjadi maka akan mencederai sistem
presidensial yang dianut oleh Indonesia. Maka dari itu perlu
adanya penyederhanaan multipartai sebagai wadah atau tempat
berkoalisi yang menjadi syarat utama sistem presidential
threshold.  Ketika partai politik yang berasal dari
keanekaragaman ideologi dan aspirasi tidak disederhanakan
maka secara otomatis akan menghambat tugas dan fungsi
pemerintah sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Sehingga, mekanisme sistem Presidential
Threshold adalah salah satu upaya mengkonkritkan koalisi atau

penyederhaan parpol secara materil antar parpol sebagai



bentuk aspirasi parpol dalam mempersiapkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan dari hal tersebut, penulis menemukan
masalah pada Pasal 222 UU Pemilu pada substansi pasal
tersebut memberikan instrumen bahwa pasangan calon
presiden dan wakil presiden akan diusulkan oleh partai politik
atau koalisi partai politik yang telah memenuhi standarisasi
pencapaian kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah
nasional pada pemilu sebelumnya. Sehingga, hal ini cenderung
melimitasi dan dinilai tidak demokratis berdasarkan
ketentuntuan undang-undang yang berlaku. Maka, bab terakhir
penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang
efektif terkait syarat dan ketentuan Presidential Threshold agar
tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh
Negara Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud
untuk membahas dan mengkaji tentang SISTEM
PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM  PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR’IYYAH.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana
diungkapkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :
1. Bagaimana sistem Presidential Threshold dalam UU
Pemilu?
2. Bagaimana sistem Presidential Threshold dalam UU

Pemilu perspektif Siyasah Syar’iyyah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh
penulis, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari
penyusunan skripsi ini, yaitu :
1. Tujuan

a. Untuk memahami sistem Presidential Threshold
sesuai dengan kaidah-kaidah Open Legal Policy di
Indonesia.

b. Untuk memahami perspektif hukum islam dalam
wilayah  Siyasah Syar’iyyah terhadap sistem
Presidential Threshold.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu
hukum umumnya dan hukum tatanegara,

sehingga dapat memberikan dorongan untuk



mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai
berbagai permasalahan dalam dunia hukum
mengenai Presidential Threshold sebagai open
legal lolicy dalam pemilihan umum di Indonesia.

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai referensi hukum islam secara
umum, khususnya dalam konsep Siyasah
Syar’iyyah.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan ilmu
pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui
proses pembentukan peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh pemerintah.

2. hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan
rekomendasi terkait pelaksanaan pemilihan
umum yang akan datang sesuai dengan sistem
presidential threshold yang relevan dengan
kaidah open legal policy. Sehingga, menepis
asumsi masyarakat bahwa sistem presidential
threshold bersifat tidak demokratis.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil
penelitian terdahulu yang membahas subyek yang sama,
berupa skripsi, jurnal, tesis, atau disertasi, atau karya akademik

lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk



mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan,
dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.®
Hasil yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian oleh Lytha Dayanara yang berjudul
“Relevansi sistem dalam model penyelenggaraan pemilu
serentak”.® Isi dari penelitian ini adalah membahas tentang
relevansi dari sistem di Indonesia terhadap diadakannya pemilu
serentak. Persamaan pada penulisan ini adalah sama-sama
membahas persoalan terkait Presidential Threshold. Perbedaan
skripsi ini, peneliti membahas tentang sistem Presidential
Threshold seabagai Open Legal Policy dilihat dari perspektif
hukum islam wilayah Siyasah Syar iyyah.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ines Wulandari yang
berjudul “Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)”.'° Skripsi
ini mengkaji atau membahas bagaimana mekanisme pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden menurut islam dan bagaimana

mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam UU

8 Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2017), him.3-4

9 Lytha Dayanara, Relevansi Sistem Dalam Model Penyelenggaraan
Pemilu Serentak”, Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum, UNNES Semarang,
2017.

10 Ines Wulandari, Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
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Nomor 42 tahun 2008. Persamaan di dalam skripsi ini adalah
sama-sama menganalisis adanya pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden berdasarkan Hukum islam. Perbedaannya adalah
peneliti fokus terhadap kontruksi sistem Presidential
Threshold sebagai Open Legal Policy.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ayon Diniyanto yang
berjudul “Mengukur dampak penerapan Presidential
Threshold di Pemilu serentak tahun 2019”.! Jurnal ini
membahas tentang dampak penerapan Presidential Threshold
yang dilaksanakan pada pemilu serentak, dijelaskan bahwa
Indonesia pertama kalinya mengadakan pemilu serentak,
dalam jurnal ini juga menegaskan hal-hal negatif yang akan
terjadi apabila diadakan pemilu secara serentak. Persamaan
yang terkandung dalam penelitian ini terdapat dalam hal terkait
Presidential Threshold menjadi sistem pemilu di Indonesia.
Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah penulis lebih
menganalisis secara yuridis tentang adanya sistem Presidential
Threshold yang ditinjau dari hukum islam wilayah Siyasah

Syar’iyyah.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Open Legal Policy (Kebijakan Hukum Terbuka)
Open Legal Policy adalah sebuah istilah yang lahir
dari perkembangan kata kebijakan hukum (legal policy)

1 Ayon Diniyanto, Mengukur Dampak Penerapan Presidential
Threshold di Pemilu serentak Tahun 2019. (Semarang: Jurnal UNNES, 2018).
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secara terminologi diartikan sebagakan kebijakan negara
melalui lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan
(authority) untuk memutuskan dan menetapkan peraturan-
peraturan yang dikehendaki dan yang dicita-citakan (ius
constituendum). Sama dengan proses pembentukan
undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif
yang merupakan proses hukum dan proses politik yang
sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.'?
Diharapkan setiap pembentukan produk hukum harus
dilaksanakan secara demokratis sehingga hukum yang
dihasilkan bersifat responsif.t®

Dalam praktiknya istilah legal policy akan berubah
makna secara subtansi jika ditambahkan frasa open
(terbuka). Secara subtansi, open legal policy tidak jauh
berbeda dengan istilah kebijakan hukum (legal policy)
namun lahirnya open legal policy tersebut secara praktis
telah  mendikotomi materi muatan yang diatur oleh
pembentuk undang-undang dan materi muatan yang harus
konsisten dengan mandat norma ketentuan yang lebih
tinggi dan tidak dapat ditafsirkan selain dari pada yang
telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, open legal

policy adalah ketentuan atau kebijakan hukum terbuka

12 Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, Badan Penyediaan, Bahan
Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan (Semarang: Universitas
Diponegoro, 2007), him. 13.

13 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
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dimana proses pembentukannya oleh lembaga atau
instansi negara yang berdasarkan kewenangan yang
dimiliki dengan memperhatikan mandat norma dan nilai-
nilai hukum yang berlaku. Sehingga, tidak ada hal yang
bertentangan. Dalam skripsi ini, open legal policy sebagai
kiblat dalam penentuan sistem presidential threshold.
Bahwasanya teori Open Legal Policy sebagai
kerangka teoritik menjadi jawaban untuk rumusan
masalah yang pertama serta memberi dukungan ilmiah
yang kuat, teori ini memberikan harapan untuk rumusan

masalah dengan cara yang efektif.

. Teori Siyasah Syar’iyyah

Siyasah Syar iyyah sebagaimana yang dikemukakan
oleh Abdul Wahab Khallaf, adalah pengurusan hal-hal
yang bersifat umum bagi negara yang berbasis Islam
dengan cara menjamin terealisasinya kemashlahatan dan
terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar
ketentuan dan prinsip-prinsip syari’at yang umum,
meskipun tidak sesui dengan pendapat mujtahid. Hal
senada juga dikemukakan oleh Abdur Rahman Taj, bahwa
Siyasah Syar’iyyah adalah hukum-hukum yang mengatur
kepentingan negara dan mengorganisir urusan-urusan
umat yang sejalan dengan jiwa syari’at dan sesui dengan
dasar-dasar yang universal untuk mewujudkan tujuan yang

bersifat kemasyarakatan, sekalipun itu tidak dijelaskan
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secara eksplisit dalam nash-nash tafshili yang juz i dalam
Al-Qur’an dan As-Sunnah.'*

Berdasarkan klasifikasi pada rumusan masalah yang
kedua, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup
pembahasanmya adalah tentang kesesuian sistem
presidential threshold yang dikaji dalam perspektif
Siyasah Syar’iyyah. Sehingga, pada akhir skripsi penulis
akan menyampaikan solusi yang efektif untuk
menganalisis presidential threshold dari sisi hukum islam
sesuai dengan ketentuan dan dasar-dasar syari’at secara

universal dalam mewujudkan negara yang demokratis.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dialukan oleh penulis adalah
penelitian pustaka (library research) yaitu penyusun
dalam mencari atau menemukan data-data penelitian
berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal,
ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain
sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian
pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan yang berkaitan
dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa

membutuhkan sumber data empiris. Peneliti akan

14 Usman Jafar, Figh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran Ketatanegaraan Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2013),

him. 46
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melakukan pencarian sumber-sumber pustaka dengan
sebanyak-banyaknya guna memperkaya referensi materi,
sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan
benar sesuai dengan tata cara penyusunan skripsi yang
telah ditentukan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu, secara aspek hukum jenis penelitian ini
adalah penelitian hukum yuridis-normatif dan hukum
doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip
Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian
hukum doktrinal adalah sebagai berikut:*°

“doctrinal research: research wich provides a
systematic exposition ot the rules governing a
particular legal kategory, analyses the relationship
between rules explain areas of difficulty and,
perhaps, predict future development.”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang
memberikan penjelasan sistematis aturan yang
mengatur  suatu  kategori  hukum tertentu,
menganalisis  hubungan  antara  peraturan,
menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin
memprediksi pembangunan masa depan).

Penelitian hukum doktrinal yang disebut juga
penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena

penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban-

jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang

15 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2009, him. 32.
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dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di
kitab undang-undang atau kitab-kitab agama, berikut
ajaran dan doktrin yang mendasarinya.
2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu
penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran
peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian
dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik
pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang diteliti.'® Dalam hal ini
mendeskripsikan dan menganalisis sistem Presidential

Threshold yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan

menggunakan perspektif kaidah-kaidah Open Legal

Policy dan hukum islam wilayah Siyasah Syar’iyyah

dalam penelitian ini.

3. Pendekatan penelitian
Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan
beberapa Pendekatan Penelitian, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan
perundang-undangan (Statue Approach) dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu

16 Sugiono, Memahami  Penelitian  Kualitatif,  (Bandung:
CV.ALFABETA, 2008), him.105.
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hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-
undangan yang berkaitan dengan sistem Presidential
Threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan Konseptual bersumber dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang
dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang
berhubungan dengan sistem Presidential Threshold
berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Sumber Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber
hukum sekunder yang berasal dari literatur-literatur
bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah
sejarah, sumber bacaan media masa maupun sumber
bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan
digunakan dua bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang bersifat
mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu
Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, Pasal 6A UUD NRI 1945, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder merupakan data yang
memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.
Misalnya Al-Qur’an, Hadits, Figh dan Ushul Figh
yang berkaitan dengan penelitian atas perspektif

Sivasah Syar’iyah.

5. Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian kepustakaan (library research),
penulis mengumpulkan data melalui referensi buku-buku,
jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Presidential Threshold dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian
disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis
sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan
dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari
konsepsi-konsepsi,  teori-teori, pendapat-pendapat,
maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan

permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam menyusun penelitian skripsi ini tentunya penulis
merasa untuk menjelaskan perihal tata penyusunan atau
sistematika pembahasan materi skripsi penulis yang berjudul
“SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD
BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017
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TENTANG PEMILIHAN UMUM  PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR’IYYAH”. Agar menjadi penelitian yang
lebih sistematis dan mudah dibaca oleh khalayak umum, maka
dari itu penulis berusaha untuk mengklasifikasikan materi-
materi skripsi penulis ke dalam beberapa uraian bab per bab,
adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan
gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian
yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari;

1. Latar Belakang,
Rumusan Masalah,

. Tujuan dan kegunaan penelitian,

2

3

4. Telaah pustaka,
5. Kerangka teori,

6. Metode penelitian,

7. Sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menyajikans teori-teori atau konsep yang
digunakanm untuk menganalisis permasalahan dalam
penelitian ini yaitu konsep mengenai teori Open Legal Policy
dan kaidah Siyasah Syar’iyyah.

Bab Ketiga, menjelaskan mengenai Pengaturan Presidential
Threshold di dalam konstitusi, Pengaturan Presidential
Yhreshold dalam UU Pemilu, dan Presidential Threshold
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta didalamnya
membahas risalah sidang mengenai Presidential Threshold

berdasarkan Rancangan Undang-Undang Pemilu.
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Bab Keempat, merupakan analisis dari sisi hukum islam
wilayah Siyasah Syar’iyyah mengenai sistem Presidential
Threshold sebagai Open Legal Policy berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
Rekomendasi. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan
masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari
penelitian tersebut. Sedangkan Rekomendasi adalah saran

berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka dan analisis
yuridis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai ambang batas atau Presidential
Threshold sejatinya sudah diatur pada Pasal 6A ayat (2) dan
(3). Maka aturan dalam Pasal 6A ayat (2) dan (3) UUD NRI
1945 seharusnya menjelaskan bahwa aturan terkait
Presidential threshold merupakan Closed Legal Policy
karena ketentuan di dalam konstitusi sudah expressis verbis.
Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 telah mengunci bahwa
wilayah yang menjadi Open Legal Policy dalam pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden terbatas pada teknis
pelaksanaan saja. Dengan demikian, ketentuan dan syarat
penerapan konsep Open Legal Policy terkait Presidential
Threshold tidak terpenuhi, karena : 1) Norma yang akan
diatur tidak dirumuskan dalam UUD 1945, 2) Norma yang
akan diatur diberikan delegasi penuh kepada pembuat
undang-undang untuk mengaturnya. Terdapat perbedaan
pendapat apakah Presidential Threshold melanggar
konstitusi atau tidak, namun secara gramatikal penafsiran
Open Legal Policy di dalam Pasal 6A ayat (5) UUD NRI
1945 seharusnya tidak dalam konteks pengaturan
Presidential Threshold.
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2. Sistem presidential threshold dengan syarat pencalonan
imamah (kepala negara) dalam perspektif siyasah syariyyah
sangat berbeda. Dalam perspektif hukum tatanegara
Indonesia, mekanisme pengajuan bakal calon harus
memenuhi standarisasi dukungan dari parpol yang diatur
secara eksplisit dalam Pasal 222 UU Pemilu dan bersifat
mutlak atau wajib. Sedangkan, dalam perspektif siyasah
syariah syarat pencalonan imamah (kepala negara)
mengharuskan orang-orang dari keturunan kaum Quraisy.
Persyaratan pencalonan kepala menurut perspektif Siyasah
Syar’iyyah justru lebih tepat jika disamakan dengan syarat
yang ada pada Pasal 169 UU Pemilu.

B. Rekomendasi
Penulis memahami sebagaimana kajian yang telah
diuraikan di atas, bahwa dalam kontestasi pemilihan umum di
Indonesia rawan akan konflik kepentingan yang terjadi dalam
setiap Pemilu 5 tahunan. Terlebih dalam membuat Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
sebagai aturan main dalam menentukan Presiden dan Wakil
Presiden. Oleh sebab itu, peneliti memberikan rekomendasi
sebagai berikut :
1. Dikarenakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum ini sedang di uji materil di
Mahkamah Konstitusi, peneliti berharap Mahkamah
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Konstitusi menyatakan Pasal 222 Undang-Undang a quo
tidak berkekuatan hukum tetap.

Ketika pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum tetap, penulis mendorong agar Presidential
Threshold tidak memberlakukan persentase terhadap
dukungan parpol pada lembaga legislatif, melainkan seperti
di negara lain yang memberikan ambang batas harus
mengantongi suara 50% plus satu suara yang digunakan
sebagai syarat memenangkan pemilihan presiden. Karena
Presdential Threshold merupakan bentuk negative political
engineering bahkan constitutional breaching yang
dimunculkan oleh parpol besar untuk membatasi
persaingan kontestasi dan juga mempertipis karakter
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem

pemerintaha Presidensil.
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